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Luas Kawasan Hutan Nasional 120,60 Juta ha
(64,15% dari total luasan daratan) 

89,6 juta ha Kawasan 
Hutan tertutup oleh Hutan
(74,3% dari Kawasan Hutan)

Sumber: 
• http://ppid.menlhk.go.id/
• P_16_2020_RENSTRA_KLHK_menlhk

34,70 juta ha Kawasan Hutan 
tidak tertutup oleh Hutan
(28,8% dari Kawasan Hutan)

Latar Belakang
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Masih ada hutan di Area 
Penggunaan Lain (APL) di luar 

Kawasan Hutan

Sudah ada Izin/HGU tetapi tutupan 
lahan masih berupa Hutan
Luas 3,2 jt ha di 10 Provinsi 

(2018)
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Penataan Sawit Rakyat
Pada Kawasan Hutan

Terdapat 2.037 Desa yang berada di 
dalam Kawasan Hutan, yang 
kehidupan masyarakatnya 
bergantung pada Hutan

Terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja

(Pasal 17A dan 110B tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan)

.

.
PP 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan

No.
Tutupan Kelapa Sawit dalam 

Kawasan Hutan
Luas Area 

(ha)

1 Hutan Konservasi (HK) 97.913

2 Hutan Lindung (HL) 155.847

3 Hutan Produksi (HP) 1.502.255

4 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 501.576

5
Hutan Produksi yang dapat 
dikonversi (HPK)

1.511.048

Total 3.408.639

PP 43 Tahun 2021 tentang 
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata 

Ruang, Kawasan Hutan, Izin, 
dan/atau Hak Atas Tanah

Penyelesaian di Kebijakan Satu Peta 
(KSP)



Kebijakan Perkebunan Sawit Rakyat
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65% 35%:

Perkebunan Sawit Besar
(Badan Hukum)

Perkebunan Sawit 
Rakyat

Produktivitas Lebih Bagus 
6-8 juta ton

Produktivitas Kurang 
4 juta ton

Perkebunan Sawit Besar 
menyediakan plasma 20%

Luas Kebun Kelapa Sawit (Sawit Watch, 2012) 
adalah 12,9 juta ha

Hanya 13% Perkebunan Sawit 
Rakyat yang dapat ditingkatkan 

produktivitasnya

Mengeluarkan 
kebijakan PSR

(Peremajaan Sawit Rakyat)

+ keterbatasan anggaran

so
lu

si
SDGs 2015 – 2030

• Moratorium sementara untuk disiplin 
terutama bagi yang memiliki lahan luas 
tetapi produktivitas rendah

• Pemberian Izin Konsesi Kelapa Sawit

Kebijakan Penundaan dan Evaluasi Perizinan 
Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan 

Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
(Inisiatif Presiden Nomor 8 Tahun 2018)so

lu
si



No.
Rincian Output Prioritas dilakukan 

pada lahan sawah
Target Fisik Target Anggaran

1 Peta Bidang Tanah (Bidang) 6.894.594 1.348.838.600.000

2 SHAT (Bidang) 3.286.947 471.000.752.000

3 SK Redistribusi (Bidang) 300.831 161.644.652.000

4 GTRA Pusat 1 5.000.000.000

5 GTRA Daerah 109 45.255.118.000

6 Akses Reforma Agraria 153 12.356.139.000

7
Data Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah

903.280
10.153.465.000

“Reforma Agraria”
kondisi yang harus diciptakan sebelum melakukan
revitalisasi pembangunan pertanian

Reforma Aset Redistribusi Tanah dan PTSL

Reforma Akses
Pemberdayaan Masyarakat 

melalui GTRA

Daftar Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2020 yang mendukung Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tujuan

Peningkatan keamanan pangan

Pendapatan petani

Kesejahteraan Keluarga Petani
(termasuk perempuan dan masy. Adat)Legalisasi dan 

perlindungan hak-hak 
tanah

Memperkuat pertanian lokal 
dan keragaman budaya

Rp

Reforma Agraria untuk Kebun Masayrakat dari 20% luas 
areal pelepasan Kawasan Hutan dengan Penataan 
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah 

Pengendalian Pertanahan melalui Reforma Agraria
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Ruang Lingkup
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Reforma Agraria

Tanah Objek 
Reforma Agraria

Perhutanan Sosial
(Perpres 88 Tahun 2017)

12,7 juta ha

PTSL
(Legalisasi Aset) Redistribusi 

Tanah

Sertipikasi Tanah
3,9 juta ha

Tanah 
Transmigrasi
0,6 juta ha

Eks HGU habis/
Absentee/ tanah 

kelebihan maksimum
Tanah terlantar

0,4 juta ha

Pelepasan Kawasan 
Hutan

4,1 juta ha

I II
III



I. Pemantauan dan Evaluasi Hak Guna Usaha
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Isu aktual Hasil Pemantauan dan Evaluasi

✓ HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat
diusahakan karena dikuasai oleh masyarakat/pihak
lain;

✓ Penguasaan perkebunan kelapa sawit di luar batas
HGU-nya;

✓ HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya,
diantaranya masih berupa hutan alam;

✓ Plasma HGU perkebunan kelapa sawit tidak
difasilitasi oleh pemegang haknya;

✓ HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai lagi
dengan perubahan rencana tata ruang;

✓ Perkebunan kelapa sawit yang terbakar.

Izin/HGU Sawit, dengan 
tutupan lahan berupa hutan

(Kaw. Budidaya)

Monitoring dan 
Evaluasi 

Hak Guna 
Usaha Kewajiban Pemegang 

Hak menyediakan 
plasma 20% untuk 
sawit masyarakat

Eks HGU habis/
Absentee/ tanah 

kelebihan maksimum
Tanah terlantar

0,4 juta ha

I

Hasil lainnya

Identifikasi 
Penggunaan berupa 
Hutan pada HGU

Identifikasi Plasma 



PERKEBUNAN  KELAPA SAWIT YANG TIDAK DIMANFAATKAN SEBAGIAN

Sawit
Bagian HGU yang tidak dimanfaatakan

untuk perkebunan kelapa sawit

I. Pemantauan dan Evaluasi Hak Guna Usaha
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Tidak sesuai peruntukan 
HGU, karena lahan HGU 
belum dimanfaatkan dan 

tutupan lahan masih 
berupa Hutan



Terdapat Hak Atas Tanah (HAT) yang berada pada 
Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, 

Kawasan Hutan, Izin, dan/atau
Hak Atas Tanah.

II. Pelepasan Kawasan Hutan
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Kawasan 
Hutan HAT

HAT

PP 43
2021

Terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang
telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam sebelum
penetapan Kawasan Hutan, maka dilakukan perubahan
batas Kawasan Hutan. Apabila sengaja tidak diusahakan,
tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak
dipelihara dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua)
tahun sejak dilepaskan dari Kawasan Hutan, ditetapkan
sebagai objek tanah telantar oleh Menteri ATR/Kepala
BPN.

Penyelesaian 
dengan

PP 18
2021

tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, 

dan Pendaftaran Tanah

PP 20
2021

tentang Penertiban Kawasan dan 
Tanah Telantar

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha
(HGU) meliputi Tanah Negara, salah satunya berasal dari
pelepasan kawasan hutan. HGU diberikan atas tanah
diluar kawasan hutan atau yang telah dilepaskan dari
kawasan hutan

Tanah yang telah dinyatakan sebagai Tanah Terlantar,
dapat digolongkan sebagai TORA atau tanah tersebut
dapat dikembalikan ke dalam Kawasan Hutan apabila
fungsi dan tutupan lahannya masih berupa hutan alam.

Pelepasan Kawasan 
Hutan

4,1 juta ha



Reforma Agraria pada Proses Pelepasan Kawasan Hutan
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3

1

2

Pengelolaan Agraria/Pertanahan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) termasuk di dalamnya
ditentukan jenis hak dan pendaftarannya

Berkaitan dengan hutan di dalam UUPA hanya
mengenai hak memungut hasil hutan. Sedangkan
kewenangan pengelolaannya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan:
Pemanfaatan hutan tidak boleh mengubah fungsi
pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan
produksi.

III. Kebijakan Perhutanan Sosial
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Perhutanan SosialPerhutanan Sosial
(Perpres 88 Tahun 2017)

12,7 juta ha

Sumber: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/NARASI%20TUNGGAL-02.jpg



Rancangan Kebijakan yang Diperlukan 

• Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
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Pelepasan Kawasan Hutan
(PKH)

Kewajiban Pemenuhan 
Alokasi Lahan 

Perkebunan Masyarakat

Kendala pelaksanaan pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Rakyat
• Belum ada mekanisme/SOP pelepasan Kawasan Hutan untuk HGU dan 

Plasmanya;
• Masih ada kerancuan terkait mekanisme plasma dan fasilitasi kebun 

masyarakat;
• Belum ada lokasi yang jelas terkait pelepasan Kawasan Hutan, penetapan 

hanya berupa angka luasan; dan
• Perlu pengaturan Penetapan Lokasi dan spasial Kebun Inti dan plasmanya

Pemenuhan TORA dari 
PKH seluas 4,1 Juta Ha

Kebijakan
Menko Marinvest

bersama
Kemen LHK, 

Kemen ATR/BPN,
Dsb.

Manfaat lainnya,
• PSR
• Morotarium
• Pelepasan Kawasan Hutan

Perhutanan Sosial
(Perpres 88 
Tahun 2017)
12,7 juta ha

Eks HGU habis/
Absentee/ tanah 

kelebihan maksimum
Tanah terlantar

0,4 juta ha

Pelepasan Kawasan 
Hutan

4,1 juta ha

yang mengatur

Dibutuhkan



Usulan Langkah Penataan Kawasan Hutan
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ATR/BPN

Peran Kementerian ATR/BPN



Reforma Agraria pada Proses Pelepasan Kawasan Hutan

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

14



Insentif dan Disinsentif 
Pemanfaatan Ruang 

untuk
Hutan Alam Tersisa

Dalam HGU

diskusi virtual Ngopini Sawit 
#9

Mengurai Kebijakan 
Perlindungan Tutupan 
Hutan Alam Tersisa Dalam 
Perkebunan Sawit



Ketentuan Umum INSENTIF / DISINSENTIF  non fiskal



Bentuk INSENTIF / DISINSENTIF dan kewenangan pemberiannya

Dapat diterapkan untuk Hutan Alam tersisa dalam HGU



Bentuk INSENTIF untuk Hutan Alam tersisa dalam HGU



Bentuk INSENTIF untuk Hutan Alam tersisa dalam HGU (2)



Bentuk DISINSENTIF akibat dampak negatif pemanfaatan ruang



Bentuk DISINSENTIF untuk kawasan yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung



TERIMA KASIH


